BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 3y TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI

Menimbang

Mengingat

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

. bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah merupakan rangkaian sistematik dari
berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang
untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran,
dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam
rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah;

. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dan akuntabel di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, perlu diatur
pedoman pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan PemerintahKabupaten Kubu Raya;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4751);
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Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negarafp



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan’a
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja §
Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);



12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021
tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Derah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu
Raya Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor
Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kubu Raya Nomor 77);

14. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2017
tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 44)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tahun 2017 Kubu Raya Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor
43 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Pegawai
Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1

Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya
disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat
dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja
pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan
peingkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku
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kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan
sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja
instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau
hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur.

Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program
dan kebijakan.

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
kegiatan-kegiatan dalam suatu program.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran
yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dengan
memperhatikan sub urusan pada Perangkat Daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa unit kerja pada Perangkat Daerah dengan memperhatikan
kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari
kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil dari suatu program
yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Kegiatan yang selanjutnya disingkat IKK adalah ukuran
atas keluaran dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator
kinerja program.

Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran
keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar
hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi
organisasi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau sebutan lainnya Rencana Kinerja
Tahunan yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja.

Pengukuran Kinerja  adalah kegiatan manajemen khususnya
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau
target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
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25. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

27. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan
lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja
yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

28. Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Kabupaten Kubu Raya adalah
tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang bertugas melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Daerah dan
Perangkat Daerah.

29. Sasaran Kerja Pegawai selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan
target yang akan dicapai oleh seorang PNS;

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai dasar pelaksanaan SAKIP di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman
pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan
akuntabilitas kinerja.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1) SAKIP diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

(2) Komponen Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

Perencanaan Kinerja;

Pengukuran Kinerja;

Pelaporan Kinerja; dan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

pro o

BAB III
PERENCANAAN KINERJA

Pasal 5

(1) Dokumen dalam Perencanaan Kinerja meliputi:
RPJPD;

RPJMD;

Renstra Perangkat Daerah;

Pohon Kinerja;

Cascading Kinerja;

IKU;

RKPD;

Renja Perangkat Daerah /RKT; dan

RKA.
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(2) Pemerintah Daerah menyusun dokumen perencanaan kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. RPJPD;
b. RPJMD;
c. Pohon Kinerja;
d. IKU; dan
e. RKPD.

(3) Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Renstra Perangkat Daerah;

Pohon Kinerja;

Cascading Kinerja;

IKU;

Renja Perangkat Daerah /RKT; dan

. RKA.

(4) Penyusunan dokumen perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menyusun RPJPD sebagai dokumen perencanaan
pemerintah daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

(2) Pemerintah Daerah menyusun RPJMD sebagai dokumen perencanaan
pemerintah daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

(3) Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, Pemerintah Daerah juga menyusun
Pohon Kinerja Daerah.

(4) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(5) Penyusunan dan Penetapan dokumen RPJPD dan RPJMD sebagaimana di
maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Setiap Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagai
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
dengan berpedoman pada RPJMD.

(2) Bersamaan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Perangkat
Daerah juga menyusun Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja.

(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

(4) Penyusunan dan Penetapan dokumen Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) RPJMD menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun IKU tingkat
Pemerintah Daerah.

(2) IKU tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
untuk periode 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun IKU tingkat Perangkat Daerah.
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(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

IKU tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
untuk periode 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Perangkat Daerah sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyusun RKPD dengan berpedoman pada RPJMD
sebagai dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.
Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah/RKT dengan
berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan
kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Perangkat Daerah/RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
dasar penyusunan RKA.

Format dan Sistematika Renja Perangkat Daerah /RKT sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Perangkat Daerah menyusun RKA berdasarkan pada Renja Perangkat
Daerah /RKT.

RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan menjadi
DPA.

Format RKA dan DPA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
PENGUKURAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Dokumen dalam Pengukuran Kinerja meliputi:

O Qoo

(1)

(2)

DPA;

Perjanjian Kinerja;

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja;

Pengukuran Kinerja;

Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja; dan
SKP.

Bagian Kedua
Perjanjian Kinerja

Pasal 13

Pemerintah Daerah menyusun Perjanjian Kinerja dalam bentuk
lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Daerah yang ditanda
tangani oleh Bupati.
Lembar/dokumen perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan
Anggaran disahkan.



(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5

Pasal 14

Lembar/dokumen perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
memuat pernyataan dan lampiran formulir perjanjian kinerja yang
mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan
anggaran.

Format pernyataan dan lampiran formulir perjanjian kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III huruf A yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Berdasarkan DPA, Perangkat Daerah menyusun Perjanjian Kinerja dalam
bentuk lembar/dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja.

Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria
sebagai berikut:

. spesifik;

dapat diukur;

dapat dicapai;

sesuai dengan misi;

berjangka waktu tertentu; dan

dapat dipantau dan dikumpulkan.
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Pasal 16

Untuk mewujudkan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1) setiap Perangkat Daerah menyusun lembar/dokumen perjanjian
kinerja dengan menggunakan indikator kinerja program dan/atau indikator
kinerja kegiatan dan/atau indikator kinerja sub kegiatan dan/atau indikator
kinerja utama Perangkat Daerah.

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat
Pelaksana dan dapat juga disusun oleh Pejabat Fungsional secara berjenjang.
Lembar/dokumen perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan
Anggaran disahkan.

Lembar/dokumen perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) disepakati oleh Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.

Format pernyataan dan lampiran formulir perjanjian kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III
huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 17

Perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi
sebagai berikut:

a.
b.

Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan
sasaran (perubahan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi anggaran);
dan

Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam
proses pencapaian tujuan dan sasaran.
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Pasal 18

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian
kinerja sesuai dengan lembar/dokumen perjanjian kinerja dan anggaran yang
telah dialokasikan untuk masing-masing kinerja Perangkat Daerah.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

Bagian Ketiga
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Pasal 19

Untuk merealisasikan target capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja
yang telah disusun, Perangkat Daerah menyusun lembar/dokumen Rencana
Aksi Perjanjian Kinerja yang dibagi menjadi sasaran (target) per triwulan.
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas Sasaran Strategis Perangkat Daerah, Indikator Sasaran Strategis, Target
Per Triwulan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Indikator Program,
Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan, Satuan, Target Kinerja
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Per Triwulan, Anggaran serta
Penanggung jawab.

Lembar/dokumen Rencana Aksi atas perjanjian kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah
Perjanjian Kinerja ditanda tangani.

Format Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pengukuran Kinerja

Pasal 20

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melakukan pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan  dalam

lembar/dokumen perjanjian kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.

Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2)

dilakukan dengan cara:

a. membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang
dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi
perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan;

b. membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan
dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam
Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 21

Pengukuran kinerja terhadap capaian realisasi kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan secara berkala triwulanan dan tahunan.
Pengukuran kinerja triwulan tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat
Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat
Minggu I setelah triwulan berakhir.

Pengukuran kinerja tahunan tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat
Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat
2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Formulir pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

<



Bagian Kelima
Pengelolaan Data Kinerja

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melakukan pengelolaan data
kinerja.

(2) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja.

(3) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertimbangkan kebutuhan setiap tingkatan organisasi, kebutuhan
manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi
dan statistik pemerintah.

(4) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. penetapan data dasar (baseline data);

b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
¢. penatausahaan dan penyimpanan data; dan

d. pengkompilasian dan perangkuman.

(5) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi.

Bagian Keenam
Monitoring Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Pasal 23

(1) Untuk memastikan realisasi pencapaian kinerja sesuai target yang telah
ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan rencana aksi perjanjian kinerja,
Perangkat Daerah menyusun lembar/dokumen monitoring capaian kinerja.

(2) Lembar/dokumen monitoring capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas Sasaran Strategis Perangkat Daerah, Indikator Sasaran
Strategis, Target Tahunan, Perkembangan realisasi Per Triwulan, Program,
Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Indikator Program, Indikator Kegiatan dan
Indikator Sub Kegiatan, Perkembangan Capaian Kinerja Program, Kegiatan,
dan Sub Kegiatan Per Triwulan, Target dan Realisasi Anggaran, Masalah dan
Solusi.

(3) Lembar/dokumen monitoring capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus disusun paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
setelah Triwulan berakhir.

(4) Format Monitoring Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pengaturan terkait Penilaian Kinerja Pegawai diatur secara khusus dalam
Peraturan Bupati tersendiri dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-
undangan.

BAB V
PELAPORAN KINERJA

Pasal 25

(1) Setiap Perangkat Daerah menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas
prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah
dialokasikan.

(2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan
kinerja Triwulanan dan Laporan Kinerja Tahunan.



(3) Laporan kinerja triwulan Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati
melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah paling lambat 15 (lima belas)
hari setelah triwulan berakhir.

(4) Laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati
melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah paling lambat 2 (dua) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 26

(1) Berdasarkan laporan kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25, Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
menyusun laporan kinerja Pemerintah Daerah.

(2) Laporan kinerja yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan sub bab dan menjadi satu kesatuan dalam Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(3) Laporan kinerja yang telah disusun disampaikan kepada Gubernur, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri
Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir
melalui aplikasi yang telah ditetapkan.

Pasal 27

Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah wajib diunggah
dalam laman Perangkat Daerah dan laman Pemerintah Daerah sebagai
perwujudan akuntabilitas kepada publik.

Pasal 28

(1) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 berisi
ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari
program sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari
program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyajikan
informasi tentang:

a. target kinerja dalam perjanjian kinerja;

b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian
kinerja;

¢. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;

d. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam
pembangunan jangka menengah;

e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja)
yvang telah dicapai; dan

f. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

(3) Format Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 7); dan

b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Tahunan dan tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Tahunan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun
2015 Nomor 13),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal (o Seprember 200y

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA&

7

¥SYARIF KAMARUZAMAN F

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 Seprember d00y

SEKRRTARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUS NIZAM
BERITA RAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ..2°9%. NOMOR ..3Y.



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KUBU RAYA

A. Format Keputusan Bupati tentang IKU Pemerintah Daerah

BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR ........... D s Vi, sl

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN
KUBU RAYA TAHUN .......... = s ayBudn

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan
akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kubu
Raya adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja
Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang
sudah ditetapkan dalam RPJMD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun E

Mengingat t 1. Undang-Undang .........c.oeveeviiiiiiniiniieeieceieieeaeeeannnns

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kubu
Raya Tahun ....... = Rk



KEDUA : IKU Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan:
a. sasaran strategis, indikator kinerja, definisi operasional
(uraian), formulasi (cara menghitung) dan sumber data
dapat berubah jika terjadi perubahan RPJMD;

b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya

pada tanggal oh.
t
¢

BUPATI KUBU RAYA,

(Nama Lengkap Tanpa Gelar)
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B. Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang IKU Perangkat Daerah

KOP PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR .......... ol 3Ty, X
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ........ = veeserase
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan
akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam
mendukung tercapainya Sasaran Strategis RPJMD
adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Perangkat Daerah sebagai dasar pengukuran
keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang sudah
ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun ........ TSR

MEMUTUSKAN:

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun ....... S

IKU Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan:

a. sasaran strategis, indikator kinerja, definisi operasional
(uraian), formulasi (cara menghitung) dan sumber data
dapat berubah jika terjadi perubahan Renstra Perangkat
Daerah;



b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

DUBIAapkAn di -7, s stsomes
pada tanggal

Kepala Perangkat Daerah,

Nama Lengkap
(Tanpa Pangkat dan Gelar)
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 24y TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KUBU RAYA

RENJA PERANGKAT DAERAH

Penyajian Rancangan Renja Perangkat Daerah paling sedikit dapat disusun

menurut sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat

dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah,
proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja
Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah,
dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah

serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU i,
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian P4
Renstra Perangkat Daerah. +

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja f
Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya
pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.



Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat

Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan

realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja

tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat

Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil /keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel 2.1 yang disesuaikan dengan

Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

3



...... I | T¢o| 10| 10[ 10 T
..... uejerday qns | 10| 10| 10| 10[ I
..... UBJBIs9Y 10| 10| 10| 1
“ureIsold 10| 10| 1T
...... Isa| zo| 10 10| 10] T
..... uererday qns | 10| 10| 10| 10| 1
..... uejersay 10| 10| 10| T
“uresgoiq 10/ 10 T
...... 1Isa| zo| 10| 10| 10[ I
..... uejerday qns | 10| 10| 10[ 10| I
..... uejersoy 10| 10] 10[ 1
" UBIs01d 10| 10[ 1T
UUBSNIN sueplg 10| T
~wesnan I
(F/0T)=11 | (6+L+S)=01 6 (9/L)=8 L 9 S t € (4 I
(1-u unye)
uerel1aq (g-u)
(%) unyel p/s | (1-u unye) (¢ (€ unye) p/s | unyey, weyB@oy
Eumw(”hmum uejersay .mxswm.uowa -u) unyey | -u) unyel ueleIgoy MMMB@Q qns \_u.z dino)
je8re] uep 1es8uerag yerseq yerseq UBIEN[2Y jexdueIad
isesieay | wesSorg | efusy) (%) | yesiBuersg | yexSuerag | uep ensuzy) \mwmwwo. mwﬁm%hﬂﬂﬁmhw% R
uerede) uerede) ueergoy | Isesieay eluay eluay ureidold uresdoid 3014 wesnin Suepig \.Eme n
1exsur], ISESI[BIY uep yex3ur], ISESI[B} 19818], [iseHq uerede) - ;
uereliaq unye) ureigoid elroury el1oury - &mx:.vﬂ
P/s yeiae(] jesdueiag 1981, S8 ja8re], 12818, ;
BISUIy j981e], uerede) unyel 19518l ISESI[B}]

ISESI[Ey] UBBIMI9]

(uerefzaq unyey) *-unye], p/s yeise( yexsuetad ensuay uerededousg uep Yelae(] jeysuetad eluay ueeuesiy e[ [ISeH Isen[eay ise[niidesay
‘1°C 1°9EL

eAey nqny usrednqgey]

: qelae( jeysuelad BWEN




2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan
SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-
masing Perangkat Daerah, serta ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur
dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu
terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok
ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas
pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah,
yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing. Dengan
format Tabel 2.2. sebagai berikut:

§

i
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2.3

2.4

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai;

L.

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program
antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah
kabupaten/kota serta dengan kementrian dan lembaga di tingkat pusat

dalam rangkai pencapaian kinerja pembangunan;

. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap

capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs
(Suistanble Development Goals);

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat
Daerah; dan

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan
prioritas tahun yang direncanakan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

|8

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting

terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat
rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan
awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya
berbeda; dan

Lampirkan tabel berikut, Tabel 2.3.

A
v
f



(000°dy) UEer3ay (000°d¥) uejersay]
v jnexipu; | uereded | elouny qng /uejersay | JHesIpul uerede) elroury qns
I ) nged 19816, | JoleNIpUl | [Sexo] /uresdoid nded jo8re] Jo1eyIpu] sesjo] | /uejeidey /wesdold | ‘oN
ueyNINgGay SISIeuy [ISeH AR [emy uedueouey]
e el jeysuelad BweN

eAey nqny uajednqey]
unyel 4y remy uedueouey depeyial Malady

'€°C [PqEL




2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat
terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,
perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang
langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari
penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang
kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).
Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:
1. Penjelasan tentang proses bagaimana ususlan program/kegiatan
usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel 2.4. sebagai berikut:
Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun.....
Kabupaten Kubu Raya
Nama Perangkat Daerah

No | Program/Kegiatan/ | Lokasi | Indikator | Besaran/ Catatan
Sub Kegiatan Kinerja Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah q
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting 2¢
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan +#
sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. ‘i'

3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan.
Misal:



Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
Pencapaian SDGs,

Pengentasan kemiskinan,

Pencapaian NSPK dan SPM,

Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

™0 a0 g P

Pengembangan daerah terisolir,
g. Dsb.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara
lain meliputi:
¢ Jumlah program dan jumlah kegiatan.

» Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar
ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau
kelompok masyarakat tertentu).

* Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan a
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, @ *
maupun kombinasi keduanya. t

4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel ‘f
3.1, yaitu sebagai berikut:



(o1) (6) (8) () (9) () (t) (€) () (1)
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BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama

Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta

cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,q

7.

#SYARIF KAMARUZAMAN 4%

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal Septe Hoer ooy

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUS NIZAM
BERITA NAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ...2°°1. NOMOR ..34



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KUBU RAYA

A. Format Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah.
1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah.
(Lambang Garuda)
BUPATI KUBU RAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ........

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Sungai Raya, ...........cceeeeeeinan...
BUPATI KUBU RAYA,

(Nama Lengkap dan Gelar)



2.

Contoh Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ......
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
(1) (2) (3) (4) (5)

1

2.

3.

Program Anggaran

SR SRR RURR by i G 0 gy e R 71 I .
I B e RS o s T S BDP. frvmenivssangirdion
s RS TR S S o R ol ot a s e

SUREAL RAYR, ©oiiiinvmvivnrtorisasnntes
BUPATI KUBU RAYA,

(Nama Lengkap dan Gelar)

Penjelasan pengisian terhadap lampiran diatas adalah sebagai berikut:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Pada kolom (1) diisi no urut;

Pada kolom (2) diisi dengan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah atau
kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari
Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin
diwujudkan;

Pada kolom (4) diisi dengan segala sesuatu yang digunakan untuk
menyatakan hasil pengukuran atau standar yang menjadi acuan pada
angka-angka yang didapatkan dari hasil suatu pengukuran;

Pada kolom (5) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau
seharusnya dicapai oleh Pemerintah Daerah pada tahun tersebut;

Pada kolom Program diisi dengan nama Program Pemerintah Daerah yang
terkait dengan sasaran yang akan dicapai; dan

Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan

untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

|

X
i |
1



B.Format Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.
1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama.

(KOP PERANGKAT DAERAH)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .......

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Jabatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama 7
Jabatan : BUPATI KUBU RAYA

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Sungai Raya, ........ccccoevveinennnnn,

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
BUPATI KUBU RAYA, KEPALA PERANGKAT DAERAH,
(Nama Lengkap dan Gelar) (Nama Lengkap dan Gelar)
(Pangkat)

NIP.



2.

Contoh Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .........
NAMA JABATAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1.

2

5,

Program Anggaran Keterangan

R (- D Loy, B S MR SR | O, 7¢I S B ) Sinlli e SN, T
By dp s R RN o o % o NSy - 8O el S
% PR RS ORE W, eeites M, I N SRS 2 R S JCRE o0 SRR N I O

Sungai Raya, ..........cccocevevnennn.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
BUPATI KUBU RAYA, NAMA JABATAN KEPALA
PERANGKAT DAERAH,
(Nama Lengkap dan Gelar) (Nama Lengkap dan Gelar)
(Pangkat)
NIP.

Penjelasan pengisian terhadap lampiran diatas adalah sebagai berikut:

1)
2)

3)

4)

o)

Pada kolom (1) diisi no urut;

Pada kolom (2) diisi dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah sesuai
Renstra Perangkat Daerah atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud
pada tahun yang bersangkutan;

Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari
Perangkat Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin
diwujudkan;

Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau
seharusnya dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun tersebut;

Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan

sasaran yang akan dicapai; dan

R T



6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan
pada program tersebut; dan

7) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting,
misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN Dekonsentrasi atau Tugas
Pembantuan) dan hal penting lainnya.

3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator.

(KOP PERANGKAT DAERAH)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .......

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama i
Jabatan : (Nama Jabatan Pejabat Administrator)

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
Jabatan : (Nama Jabatan Atasan Langsung Pejabat Administrator)

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Sungai Raya, .........ccoevvnvnnnn.n.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Nama Jabatan Atasan Langsung Nama Pejabat Administrator,
Pejabat Administrator,

(Nama Lengkap dan Gelar) (Nama Lengkap dan Gelar)

(Pangkat) (Pangkat)
NIP. NIP.




4. Contoh Lampiran Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .........
NAMA JABATAN PEJABAT ADMINISTRATOR
No. | Sasaran Program / Kegiatan / Sub | Indikator Kinerja Target
Kegiatan
(1) (2) (3) (4)
1.
2.
3,
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
Bl R e N R B L 2 R R A 72 SR SIS IR PPy ol e
SR SR NI St BN ok o R e N BBy Sniesiihomisionsst | conividetedasindh
R S PSS SO r o] 0 W KPP lrimsocisisnsin  fhasgassitadiy
Total Anggaran Rp. ..................
Sungai Raya, ...........cceevnenn.n.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA
Nama Jabatan Pejabat Administrator,

Nama Jabatan Atasan Langsung
Pejabat Administrator,

(Nama Lengkap dan Gelar)
(Pangkat)

(Nama Lengkap dan Gelar)
(Pangkat)

NIP. NIP.



5. Pernyataan Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas.

(KOP PERANGKAT DAERAH)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .......

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama 3
Jabatan : (Nama Jabatan Pejabat Pengawas)

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
Jabatan : (Nama Jabatan Atasan Langsung Pejabat Pengawas)

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

SURSAL REVA, o resssnsses b isinssse A
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA 7
Nama Jabatan Atasan Langsung Nama Jabatan Pejabat Pengawas,
Pejabat Pengawas,
(Nama Lengkap dan Gelar) (Nama Lengkap dan Gelar)
(Pangkat) (Pangkat)

NIP. NIP.



6. Contoh Lampiran Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .........
NAMA JABATAN PEJABAT PENGAWAS

No. | Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1.
2.
3.
Kegiatan /Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
L I Tl N R LT o TR D B B | R N e oty [ e
2R M Kekets e n ORI pon e s SR SN MR S e, s
Ry ool el N et . Ao T el B % S o 5 L R R B S P - Do L I
Total Anggaran Rp. ..................
Sungai Raya, ..............ceevnennnn.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Nama Jabatan Atasan Langsung Nama Jabatan Pejabat Pengawas,

Pejabat Pengawas,

(Nama Lengkap dan Gelar) (Nama Lengkap dan Gelar)
(Pangkat) (Pangkat)

..-h*!-\)‘g-

NIP. NIP.



7. Pernyataan Perjanjian Kinerja Pelaksana.

(KOP PERANGKAT DAERAH)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .......

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang -efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Jabatan : (Nama Jabatan Pelaksana)

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
Jabatan : (Nama Jabatan Atasan Langsung Pelaksana)

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

SUAEEIRAVE, «uyiscavsssoussamsisisnsiss q
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Nama Jabatan Atasan Langsung Nama Jabatan Pelaksana,
Pelaksana,
(Nama Lengkap dan Gelar) (Nama Lengkap dan Gelar)
(Pangkat) (Pangkat)

NIP. NIP.



8. Contoh Lampiran Perjanjian Kinerja Pelaksana.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .........
NAMA JABATAN PELAKSANA

No. | Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1.
2.
3,
Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
I [ AT R 8 o B e NS R ol Sy N, W {7 L o S
A | TN e S et SO WL, 120 S -0 PR S SN S S
. SRS WS RPN e B PR e X0 el 4 R RSl R
Total Anggaran Rp. ..................
Sungai Raya, ........ccccovvevnnnnn...
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Nama Jabatan Atasan Langsung Nama Jabatan Pelaksana,
Pelaksana,
(Nama Lengkap dan Gelar) (Nama Lengkap dan Gelar)
(Pangkat) (Pangkat)

NIP. NIP.



9. Pernyataan Perjanjian Kinerja Pejabat Fungsional.

(KOP PERANGKAT DAERAH)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .......

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama -
Jabatan : (Nama Jabatan Fungsional)

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama .
Jabatan : (Nama Jabatan Atasan Langsung Pejabat Fungsional)

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

BUREALERATR, . covenscimvaiseiveissite

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Nama Jabatan Atasan Langsung Nama Jabatan Pejabat Fungsional,
Pejabat Fungsional,

(Nama Lengkap dan Gelar) (Nama Lengkap dan Gelar)
(Pangkat) (Pangkat)
NIP. NIP.




10. Contoh Lampiran Perjanjian Kinerja Pejabat Fungsional.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .........
NAMA JABATAN PEJABAT FUNGSIONAL

No. | Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1.

2.

3.

Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
I SR P e RN L, R o e BB = eVt s sasvsma P ol
A e ok ngth o K s e L S MR SR e . N
. S S R o O T % e KDy conmeddeBiviv, weissasinitin
Total Anggaran Rp. ..................
Sungai Raya, ..........ccoouevnennnnn.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Nama Jabatan Atasan Langsung Nama Jabatan Pejabat Fungsional,
Pejabat Fungsional,
(Nama Lengkap dan Gelar) (Nama Lengkap dan Gelar)

(Pangkat) (Pangkat)
NIP. NIP.

e
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

AKUNTABILITAS

NOMOR 3y TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN SISTEM
KINERJA  INSTANSI

KUBU RAYA

PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

A. Formulir Pengukuran Kinerja Tahunan tingkat Pemerintah Daerah.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

Realisasi Kinerja :

%

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja | Target | Realisasi .
Capaian
1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
3.
Realisasi Anggaran :
: 3 %
No. .
o Program Anggaran (Rp.) Target | Realisasi Gapainn
(7) (8) (9) (10) (11) (12)
1.
2,
3.

Sungai Raya,

BUPATI KUBU RAYA,

(Nama Lengkap dan Gelar)

B. Formulir Pengukuran Kinerja Triwulan tingkat Pemerintah Daerah.

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN .... TAHUN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

......

Realisasi

Realisasi

saran i : Perma
Ho Sste:*ategis Irll{?xl'nl;a't:r Target Trivulan Tri\sw/lflan Ca;/a:_:Jan salah | Solusi
1 I | o |m | v fod an
(1) (2) (3) (4) 5) | 6 | (7) | (8) (9) (10) (11) (12)

o b =

Sungai Raya,

BUPATI KUBU RAYA,

(Nama Lengkap dan Gelar)




C. Formulir Pengukuran Kinerja Tahunan Perangkat Daerah.

Realisasi Kinerja :

PENGUKURAN KINERJA TAHUN

NAMA PERANGKAT DAERAH

e

sen

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja | Target | Realisasi %.
Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
=
2,
<3
Realisasi Anggaran :

G s %
No. Program Anggaran (Rp.) Target | Realisasi g Gaiin
(7 (8) 9) (10) (11) (12)
1.
2.
3.

Sungai Raya,

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

(Nama Lengkap dan Gelar)

NIP.

Pangkat

D. Formulir Pengukuran Kinerja Triwulan Perangkat Daerah.

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN .... TAHUN

NAMA PERANGKAT DAERAH

------

Realisasi Realisasi Yo P
Sasaran | Indikator Triwulan s/d % .
No ;i g Target . : salah | Solusi
Strategis Kinerja I 1 1 v Tm;_\glilan Capaian ity
(1) (2) (3) (4) (5) | (6) [ (7) | (8) 9) (10) (11) (12)
15
2
3.
Sungai Raya,

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

(Nama Lengkap dan Gelar)

NIP.

Pangkat




E. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Triwulan Tingkat
Perangkat Daerah.

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN .... TAHUN

......

NAMA PERANGKAT DAERAH
Kegiatan/Sub Kegiatan %
No Program : Pencapaian Ket
Uraian h;&ﬁ}:r Satuan | Target | Realisasi Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7)/(6)*100% | (9)
7
2.
3.
Sungai Raya,
Atasan Langsung Pejabat Pelaksana Teknis Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan/Sub Kegiatan, Kegiatan /Sub Kegiatan,
(Nama Lengkap dan Gelar) (Nama Lengkap dan Gelar)
Pangkat Pangkat
NIP. NIP.
PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,
} SYARIF KAMARUZAMAN 4

Diundangkan di Sungai Raya

pada tanggal 1 Seprenber 200y
SE ARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUS IZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ..299Y. NOMOR ..3Y,

.................
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KUBU RAYA

A. Sistematika Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

Babl PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan
utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

A. GAMBARAN UMUM
Pendahuluan

Susunan Organisasi

Tugas dan Fungsi Organisasi
Sumber Daya Aparatur
Sumber Daya Keuangan
Sarana dan Prasarana.

DA O O3 b

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Bab II PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun
yang bersangkutan terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam
rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan program pada
tahun tersebut dan indikator kinerja utama. Uraian singkat tentang
Renstra Perangkat Daerah, mulai dari visi, misi, tujuan sasaran
strategis.

A. RESNTRA
1. Visi
2. Misi
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

B. PERJANJIAN KINERJA (tahun sesuai LKj yang disusun)
Bab [l AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis
capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

No. | Sasaran Strategis IKU Target | Realisasi e
Capaian

1.

2.

PO B RRRTY i, ot i s nnsaain s dss s B e e v s 2o A AT S AL s e A e e R

Didukung dengan :

R\



a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

No.

Sasaran
Strategis

Program

Anggaran

Pagu

Realisasi

Capaian

% I{inerja

Tingkat

Efisiensi

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi;

Realisasi Target
Sasaran
No. : IKU Tahun Tahun | Tahun | lahun
Strategis +1
n-2 n-1 n n
1\
4
BERICIABAN S Poltin. o crern bl i oslee by am b il s s cavamacs B spas s Sl

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
provinsi/nasional/ suistainable development goals (SDG’s) (jika

ada);
' Realisasi Target

No. Sasaran Strategis IKU Tahun n Nasional

13

2.

PRIEIBBANE 1, neivon oin e havsmisnsdarseB s sun Eresas S wiptanns coibisa s dhai viline

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang
telah dilakukan;
Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara
lain: ..........
Lok, o :
Do Grdvesmnierle dst.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan
kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain: ..........
1 :

*.

§

B. REALISASI ANGGARAN
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan
dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi
sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

No.

1s
2,

Program Anggaran Realisasi %




Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa yang akan dilakukan organisasi
untuk meningkatkan kinerjanya.

SUOERE BAYE. . o orioponss s isninsds
Nama Jabatan Kepala Perangkat
Daerah,

(Nama Lengkap dengan Gelar)
Pangkat

NIP.
Lampiran:
1. Perjanjian Kinerja;
2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja;
3. Lembar Monitoring Perjanjian Kinerja;
4. Formulir Pengukuran Kinerja.

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,q

Z

# SYARIF KAMARUZAMAN 'f-

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Sepremser 203y

SEKREYJ'ARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUS IZAM
BERITA RAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ..292Y. NOMOR ..3Y.



